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ABSTRAK 

 

Sengketa perbatsasan wilayah Negara-negara Asia Tenggara sering terjadi 

dikarenakan belum terselesaikannya penentuan garis-garis batas wilayah di antara 

negara yang terlibat konflik yang salah satunya antara Indonesia dan Singapura 

masih terlibat masalah perbatasan perairan wilayah teritorial tersebut. Walaupun 

demikian, Indonesia dan Singapura telah menjalani beberapa upaya perundingan 

penyelesaian sengketa sejak tahun 1973 hingga 2009. Selain masalah perbatasan 

juga ada masalah lain yang cukup krusial yaitu masalah reklamasi pantai oleh 

Singapura yang memerlukan penyelesaian secara diplomasi karena reklamasi 

pantai memberikan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia-Singapura. Adanya 

reklamasi pantai oleh Singapura mengakibatkan terjadinya pergeseran batas 

teritorial laut antara Indonesia dan Singapura tersebut. Masalah penelitian ini 

bagaimana penyelesaian perbatasan perairan wilayah Indonesia dan Singapura 

akibat adanya reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, jika ditinjau dari UNCLOS 1982. Adapun tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaturan reklamasi di dalam UNCLOS 1982 

dan untuk mengetahui akibat reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982. 

Adapun metode penelitian dilakukan dengan menggambarkan permasalahan yang 

akan diteliti secara deskriptif kemudian melakukan analisis dengan sumber data ( 

library research ). Hasil penelitian bahwa penyelesaian masalah perbatasan 

perairan wilayah Indonesia-Singapura akibat reklamasi pantai oleh Singapura 

diselesaikan secara damai menggunakan langkah-langkah diplomasi. Dalam 

penyelesaian masalah ini, kedua negara juga sama sama ikut meratifikasi 

UNCLOS 1982 dimana kedua negara harus mematuhi ketetapan ketetapan hukum 

yang tertulis didalamnya sebagai pedoman penyelesaian sengketa perbatasan laut. 

 

Kata kunci : perairan, perbatasan, wilayah, Reklamasi,  UNCLOS 1982

mailto:ryutito1@gmail.com


ii 

 

ABSTRACT 

 

Regional border disputes of Southeast Asian countries often occur due to the 

unresolved determination of territorial boundaries between countries involved in 

the conflict, one of which is between Indonesia and Singapore which is still 

involved in the issue of the territorial waters border. However, Indonesia and 

Singapore have undergone several efforts to negotiate dispute resolution from 

1973 to 2009. Apart from border issues, there are also other crucial issues, 

namely the issue of coastal reclamation by Singapore which requires a diplomatic 

solution because coastal reclamation poses a threat to Indonesia-Singapore 

sovereignty. . The existence of coastal reclamation by Singapore resulted in a shift 

in the territorial sea boundaries between Indonesia and Singapore. The problem 

of this research is how to resolve the border of the territorial waters of Indonesia 

and Singapore due to coastal reclamation carried out by Singapore to the Unitary 

State of the Republic of Indonesia, when viewed from UNCLOS 1982. The 

purpose of this study is to determine the reclamation arrangements in UNCLOS 

1982 and to determine the consequences of coastal reclamation carried out by the 

Republic of Indonesia. conducted by Singapore on the Unitary State of the 

Republic of Indonesia in terms of UNCLOS 1982. The research method is carried 

out by describing the problems to be studied descriptively and then analyzing with 

data sources (library research). The result of the research is that the settlement of 

the Indonesia-Singapore territorial water border problem due to coastal 

reclamation by Singapore is resolved peacefully using diplomatic steps. In solving 

this problem, the two countries also participated in ratifying the 1982 UNCLOS 

where both countries must comply with the legal provisions written in it as a 

guideline for resolving maritime border disputes. 

Keyword : waters, borders, territory, Reclamation, UNCLOS 1982 
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